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Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan 

efektifitas, dan kualitas dalam Menindak Lanjuti Pengaduan 

Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang 

Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di 

Wilayah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan

Pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Memahami prosedur pengawasan internal.

2. Tindak lanjut pengaduan dengan memperhatikan beberapa bukti/

dokumen terkait adanya pelanggaran kode perilaku, sumpah janji,

dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.

DI. Penutup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan oleh Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai pedoman dalam 

menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait adanya Pelanggaran 

Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan KPU 

Provinsi Papua. 
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